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LAMPIRAN B 
 

HASIL WAWANCARA 
 

Wawancara 

 
Hari / Tanggal: Selasa / 21 Desember 2021 

Narasumber: Muhammad Ali Fataruba, S.H. 

Jabatan: Kasubsi Intelejen Kantor Imigrasi Kelas I Polonia 

 

 

 
Daftar Pertanyaan Wawancara: 

 
1. Akibat hukum apa saja yang timbul dari Warga Negara Asing Yang 

Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia? 

Akibat hukum yang timbul di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia yaitu pada 

saat di temukan pelanggaran administratif keimigrasian yang baru di duga 

atau pun yang mencurigakan dan mengancam, dilakukan pemeriksaan 

kelengkapan administratif Warga Negara Asing dengan memberikan 

tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, penangkalan, 

pencegahan, dan biaya beban. Deportasi adalah tindakan paksa 

mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia, sedangkan yang 

dimaksud dengan penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk 

masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian, yang 

dimaksud dengann pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang 

untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau 

alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang 
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2. Apa saja yang biasanya dilakukan oleh warga negara asing untuk 

mencurangi petugas keimigrasian? 

Pengajuan paspor dengan dengan KTP aspal (asli tapi palsu) yaitu secara 

fisik asli namun secara identitasnya palsu, otomatis dikenakanya pidana, 

yang di proses di kejaksaan dan projusticia, penangkapan dan penahanan. 

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggal atau 

melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggal, 

sebagai contoh orang Myanmar sejak 2009 berada di Indonesia dia memiliki 

KTP bahkan KK Warga Negara Indonesia, pada saat pembuatan paspor dia 

ingin pulang ke negara asalnya dan di saat itulah dia dicurigai. (Kemudian 

tindakan dari petugas imigrasi apa?) Apabila pada saat diperiksa atau 

diselidiki tebukti unsurnya kuat di pidanakan pelanggaran perundang- 

undangan keimigrasian berdasarkan KUHAP beracaranya, dalam hal 

penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan penahanan. Tapi kalau 

administratifnya saja baru di duga maka di kenakan tindakan administratif 

dan di deportasi, namun tidak langsung di deportasi harus melalui proses 

yang pertama tentunya diamankan terlebih dahulu, di amankan paspor dan 

visanya selanjutnya pencegahan atau sering di sebut di cekal, dan hal ini 

sudah di izinkan oleh Undang-Undang. (Lalu sisi positif dan negatif dari 

tindakan itu apa?) untuk sisi positif dan negatinya tindakan administratif 

tersebut, sisi positifnya praktis tidak perlu banyak mengabiskan waktu, tidak 

perlu banyak menghabiskan biaya yaitu seperti mengusir orang dan tidak 

boleh masuk lagi ke Indonesia tapi tetap melalui proses Undang-Undang 
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Nomor 6 Tahun 2011, sisi negatinya yaitu menjadikan WNA tidak 

merasakan efek jeranya seolah olah dia dapat mengulangi kesalahan 

tersebut. Dan sisi positif dan negatif dari tindakan pidana melalui 

pengadilan yaitu, sisi positif nya dipersidangan , dipidanakan, maka efek 

jeranya lebih kuat dan orang asing yang melanggar tidak mau 

mengulanginya, sedangkan sisi negatifnya sidang banyak menghabiskan 

waktu, lamanya proses persidangan yang berkali-kali, koordinasi dengan 

jaksa, dan pengadilan pun harus menanggung biaya yang bersangkutan 

selama di Indonesia sehingga tentunya hal itu menjadi beban negara kita apa 

lagi bukan hanya satu yang melanggar tiap tahunnya. 

3. Biasanya apa saja dasarnya WNA melakukan pelanggaran izin 

tinggal? Lalu penegakan hukumnya seperti apa? 

Biasanya berasal dari permasalahan pemalsuan identitas, 

pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, keterlibatan 

dalam pelaksanaan aturan keimigrasian. Sedangkan penegakan hukum 

kepada WNA ditujukan pada permasalahan pemalsuan identitas WNA, 

pendaftaran WNA dan pemberian buku pengawasan orang asing, 

penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara illegal atau berada secara illegal, 

pemantauan atau razia, kerawanan keimigrasian secara geografis dalam 

pelintasan 

4. Upaya apa saja untuk menanggulangi atau menurangi 

penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing? 
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Upaya menanggulangi penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di 

kota Medan, dengan cara melakukan pengetatan di bandara dan segala alat 

angkut seperti pesawat, kapal dan sebagainya, dilakukan juga pengetatan 

pada saat pemeriksaan di visa Warga Negara Asing, dan juga peran dari 

penegakan hukum dan peran masyarakat dapat membantu Kantor Imigrasi 

Kelas I Polonia untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia 

khususnya wilayah kota Medan. 
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